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Menuju Kota Hijau, DKI Jakarta Bebaskan Pajak
Kendaraan Listrik

JAKARTA (Poskota) -
Untuk mendorong peng-
gunaan kendaraan listrik
sebagai upaya mengu-
rangi polusi udara dan
mewujudkan kota yang
lebih hijau Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah
mengambil langkah-lang-
kah signifikan .
Kendaraan Listrik atau
Kendaraan Bermotor Lis-
trik Berbasis Baterai (Bat-
tery Electric Vehicle) atau
KBL Berbasis Baterai
adalah kendaraan yang
digerakkan dengan motor
listrik dan mendapatkan
pasokan sumber daya
tenaga listrik dari baterai
secara langsung di kend-
araan maupun dari luar.
Kepala Pusat Data dan
Informasi Pendapatan
Bapenda Jakarta, Mor-
ris Danny menyatakan

berbagai peraturan dan
insentif telah dikeluar-
kan untuk menarik minat
masyarakat beralih ke
kendaraan listrik.

la menjelaskan terkait
Kendaraan Listrik atau
Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai,
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah mengelu-
arkan Peraturan Guber-
nur DKI Jakarta Nomor
38 Tahun 2023 tentang
Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kenda-
raan Bermotor pada Ta-
hun 2023.

Peraturan tersebut
salah satunya mengatur
tentang kebijakan pajak
kendaraan listrik atau
Kendaraan Bermotor Lis-
trik Berbasis Baterai (KBL
Berbasis Baterai). “Per-

aturan ini memberikan
sejumlah insentif signifikan
bagi pemilik kendaraan
listrik, terutama terkait den-
gan Pajak Kendaraan Ber-
motor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermo-
tor (BBNKB),” ucapnya.

PKB 0%

Salah satu poin pent-
ing dalam Peraturan Gu-
bernur ini adalah pen-
genaan PKB sebesar
0% untuk KBL Berbasis
Baterai, ditetapkan sebe-
sar 0% (nol persen) dari
dasar pengenaan PKB.
Artinya, kendaraan listrik
yang dimiliki oleh per-
orangan atau perusa-
haan tidak dikenakan
PKB sama sekali. Hal ini
berlaku baik untuk kend-
araan pribadi maupun
kendaraan umum, baik

untuk angkutan orang
maupun barang.

Namun, perlu dicatat
bahwa kebijakan ini tidak
berlaku untuk kendaraan
yang dikonversi dari ba-
han bakar fosil menjadi
kendaraan berbasis bat-
erai. Kendaraan yang
mengalami konversi ma-
sih dikenakan PKB sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku untuk kendaraan
bermotor biasa.

Selain penghapusan
PKB, insentif juga di-
berikan dalam bentuk
penghapusan tarif pajak
progresif bagi pemilik
KBL Berbasis Baterai
kedua dan seterusnya.

Dalam kondisi normal,
pajak progresif dikena-
kan berdasarkan jumlah
kendaraan yang dimiliki
oleh satu individu atau

entitas. Dengan adanya
kebijakan ini, pemilik
kendaraan listrik tidak
perlu khawatir tentang
peningkatan tarif pajak
seiring dengan bertam-
bahnya jumlah kenda-
raan listrik yang mereka
miliki.

Tidak hanya PKB, pe-
nyerahan kepemilikan
KBL Berbasis Baterai
juga diberikan insentif
berupa penghapusan
BBNKB. Artinya, saat
terjadi transaksi jual-beli
atau perpindahan kepe-
milikan kendaraan listrik,
tidak akan dikenakan
biaya BBNKB. Kebijakan
ini tentunya membuat
kepemilikan kendaraan
listrik menjadi lebih men-
arik dan terjangkau bagi
masyarakat DKI Jakarta.
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